
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2017 NOMOR 15 
 

PERATURAN DAERAH BANJARNEGARA 
NOMOR 15 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
180/88 Tahun 2016 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara, perlu mencabut Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Irigasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Irigasi; 
 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 
tentang Pengairan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3046); 

  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
tentang Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1347); 

  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 
 
 
 



  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

  10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5068);  

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telahbdiubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara pidana 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
Dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 



  17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintaan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4727); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4728); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Bendungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5117); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2011 tentang Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230);   



  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 145); 

    
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA 
dan 

BUPATI BANJARNEGARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 
TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI. 

 
Pasal I 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
 

Ditetapkan  di Banjarnegara 
pada tanggal 10-8-2017 

.BUPATI BANJARNEGARA 
Cap ttd, 

BUDHI SARWONO 
Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 10-8-2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
             Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 
NOMOR 15 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (15/2017) 

 
Mengetahui sesuai aslinya, 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
KABAG KESRA 

 
Cap ttd, 

 
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19721030 199703 1 003 

 



 PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR 15 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI 
 

I. UMUM 
Bahwa dengan diterbitkannya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait pembatalan 
secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air sebagai dasar pembentukan 
Peraturan Daerah, dan untuk menindaklanjuti Keputusan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/88 Tahun 2016 
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara, maka perlu mencabut Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 155) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I   
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 244 
 
 




